
RANCANGAN 
PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR ... TAHUN ... 
 

TENTANG 
KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
BUPATI BANTUL, 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada 

masyarakat atas ancaman bencana, Pemerintah Daerah 
melaksanakan kajian analisis risiko bencana daerah 

dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum; 
b. bahwa untuk menghadapi situasi kedaruratan yang 

diakibatkan oleh ancaman bencana, perlu dilakukan 

upaya kesiapsiagaan melalui penyusunan kajian risiko 
bencana yang akan dijadikan sebagai dasar dalam 

penyusunan kebijakan terkait penyelenggaraan 
penanggulangan bencana di Daerah; 

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, 
Perencanaan penanggulangan bencana disusun 

berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya 
penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam 

program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian 
anggarannya; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kajian Risiko 
Bencana Daerah Tahun 2025-2029; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 

1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ 

Barat dan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Jogjakarta 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
59); 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAJIAN RISIKO BENCANA 
DAERAH TAHUN 2025-2029. 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang 

disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor 
manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 
kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. 

2. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi 
penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya Bencana, 
kegiatan pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. 

3. Rencana Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat RPB 
adalah rencana penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah 

dalam kurun waktu tertentu yang menjadi salah satu dasar 
pembangunan Daerah. 

4. Kajian Risiko Bencana yang selanjutnya disingkat KRB adalah 

mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap 
Risiko Bencana di Daerah dengan menganalisis tingkat ancaman, 
tingkat kerugian dan kapasitas Daerah. 

5. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat 
Bencana pada suatu kawasan dan kurun waktu tertentu yang dapat 

berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, 
mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan 
masyarakat. 

6. Kerentanan adalah suatu kondisi dari suatu komunitas atau 
masyarakat yang mengarah atau menyebabkan ketidakmampuan dalam 

menghadapi ancaman Bencana. 
7. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai 

upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman Bencana. 

8. Peta Risiko Bencana adalah gambaran tingkat Risiko Bencana di Daerah 
secara spasial dan non spasial berdasarkan Kajian Risiko Bencana di 
Daerah. 

9. Kapasitas adalah kemampuan Daerah dan masyarakat untuk 
melakukan tindakan pengurangan tingkat ancaman dan tingkat 

kerugian akibat Bencana. 
 
 



10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 
11. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

12. Bupati adalah Bupati Bantul. 

13. Daerah adalah Kabupaten Bantul. 
 

Pasal 2 

Potensi Bencana di Daerah terdiri atas: 
a. gempa bumi; 

b. tsunami; 
c. banjir; 
d. tanah longsor; 

e. kekeringan; 
f. gelombang ekstrim; 

g. cuaca ekstrim; 
h. kebakaran hutan dan lahan;  
i. wabah penyakit; 

j. likuifaksi; dan 
k. kegagalan teknologi. 

 

Pasal 3  
(1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen KRB. 

(2) Sistematika Dokumen KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling 
sedikit terdiri atas : 
a. Ringkasan Eksekutif; 

b. Pendahuluan; 
c. Gambaran Umum Wilayah Dan Kebencanaan; 
d. Pengkajian Risiko Bencana; 

e. Rekomendasi; dan 
f. Penutup. 

(3) Dokumen KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

 
Pasal 4 

(1) Bupati melaksanakan evaluasi KRB  
(2) Evaluasi KRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling 

cepat setiap 2 (dua) tahun atau sesuai kondisi Daerah. 

 
Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
 

 
 
 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Bantul. 
 
 

Ditetapkan di Bantul 

pada tanggal 
BUPATI BANTUL, 
 

 
 

 
ABDUL HALIM MUSLIH 

 

 
 

Diundangkan di Bantul 
pada tanggal 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, 

 
 
 

 
AGUS BUDIRAHARJA 

 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ... 

    

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



LAMPIRAN 
PERATURAN BUPATI BANTUL 

NOMOR ... TAHUN ... 
TENTANG 

KAJIAN RISIKO BENCANA 
DAERAH TAHUN 2025-2029 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJIAN RISIKO BENCANA DAERAH TAHUN 2025-2029 


